
94 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku 

Ensiklopedi Kraton Yogyakarta,  2009,  Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

Fakultas Ekonomika & Bisnis,  2015,  Handout Short Couse Perpajakan 

Brevet A dan B,  Universitas Gadjah Mada. 

Mardiasmo,  2008,  Perpajakan Edisi Revisi 2008,  Yogyakarta,  Penerbit 

ANDI. 

Safri, Nurmantu.  1992,  Kepatuhan Perpajakan,  FISIP UI Depok. 

Rochmat Soemitro, dan Dewi Kania Sugiharti,  2010,   Asas Dan Dasar 

Perpajakan, Bandung, Refika Aditama. 

Soemitro, Rochmat.  2005,  Asas dan Dasar Perpajakan,  Eresco. 

Pudyatmoko, Y. Sri.  2009,  Pengantar Hukum Pajak,  Yogyakarta, Penerbit 

ANDI. 

S. Munawir,  1990,   Perpajakan,   Liberty,  Yogyakarta. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,   2001,   Penelitian Hukum Normatif : 

Suatu Tinjauan Singkat,  Jakarta, PT. Rajawali Pers, hlm 13-14. 

 

 

 

 

 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI TERHADAP SENIMAN DI
YOGYAKARTA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
RIRIN OKTAVIANI, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



95 
 

2. Internet 

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI, 2015, 

Tinjauan Penerimaan Perpajakan, 

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kontribusi_PPh_dalam_

APBN diakses tanggal 25 November 2015 

Eny Maryati, 2015, Analisa Faktor-faktor Yang Memoengaruhi Tax 

Compliance Pajak Penghasilan, 

http://publication.gunadarma.ac.id//JURNALSKRIPSI diakses tanggal 25 

November 2015. 

Rambe Atik, 2015, Pengaruh Penerapan Self Assesment System Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP DKI Jakarta, 

https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-

assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-

kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/ diakses tanggal 14 Desember 

2015 

The World Bank IBRD-IDA, 2015, Indonesia Negara Berkembang, 

http://data.worldbank.org/country/indonesia/indonesian diakses tanggal 

26 November 2015. 

 

3. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata dan 

Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI TERHADAP SENIMAN DI
YOGYAKARTA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
RIRIN OKTAVIANI, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kontribusi_PPh_dalam_APBN
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kontribusi_PPh_dalam_APBN
https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/
https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/
https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/
http://data.worldbank.org/country/indonesia/indonesian


96 
 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; 

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 43/PJ/2011 tanggal 28 

Desember 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan 

Subjek Pajak Luar Negeri 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Peraturan Direktur Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknik 

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan 

Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 321/ PJ/ 2012 tentang 

Perubahan atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 233/ 

PJ/ 2012 tentang klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak 

 

4. Artikel Surat Kabar 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah, 9 Februari 2016, 

Tribun Jogja. 

Target Melesat, KPP Bantul Sindir Seniman, 8 Januari 2016, Koran Sindo. 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI TERHADAP SENIMAN DI
YOGYAKARTA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
RIRIN OKTAVIANI, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


